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ABSTRAK 

Berdasarkan data tingkat pelanggaran asusila di Kabupaten Banjar cukup banyak, mulai dari di kos- kosan 

sampai pada hotel maupun villa. Sebagai daerah yang agamis, dimana nilai-nilai ke Islaman masih di junjung tinggi 

masyarakat Kabupaten Banjar, maka dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada nilai-nilai 

keIslaman sebagai nilai-nilai yang telah mengakar dalam jiwa serta memberikan keyakinan kepada masyarakat 

Kabupaten Banjar. Dari segi geografis ada 2 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi yaitu 

Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut yang merupakan jalur utama kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi 

Kalimantan Selatan dimana para pengusaha, pekerja dan juga pelancong banyak melewati 2 Kecamatan tersebut, 

sehingga mempunyai banyak penginapan maupun hotel. Dilihat dari Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banjar jumlah kasus pelanggaran dari tahun 2016 - 2021 telah mengalami naik turun. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang bersifat 

deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 

Teknik pengumpulan data dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa mekanisme penegakan tertib susila berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan 

Peraturan Daerah ini belum dikatakan efektif dalam artian memberikan efek jera terhadap pelanggar serta, terdapat 

hambatan yang membuat Peraturan Daerah ini belum efektif sepenuhnya dalam hal menegakkan tertib susila. 
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